SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa berpedoman pada Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
disusun berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional:

bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah harus ada upaya-upaya dan kebijakan sehingga
penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan sesuai program
yang terencana dan guna menunjang pelaksanaan tersebut
diperlukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi perencanaan
pembangunan daerah yang terpadu dan berkesinambungan, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;, =

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 11086); .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor -47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keunagan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lerpbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Derah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Pada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577),
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815); .

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817); .

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890); .

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010~tentang Rencana
Pembangunan Jangka Megengah Nasional Tahun 2010-2014;

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai
Wakil Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 05);



30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 06 Tahun 2008 Nomor 06);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 09);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan - Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

'
2.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat\ Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. &

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi
Kalimantan Timur. :

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
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Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah
daerah dan seluruh komponen masyarakat di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP
Nasional/Daerah , adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM
Nasioanl/Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Mer*engah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang'selanjutnya disebut Rencana 'Kerja
Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dllaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan
visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakaﬁ‘ masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoardinasikan oleh
instansi pemerintah. N

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah. -

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu
Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai satu atau beberapa wilayah, Daerah,™ atau
kawasan.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai,hasil
yang terukur sesuai dengan misi SKPD. :

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara
kuantitatif dan kualitatif.

~ -
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Musyawarah Perenganaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah
forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan Batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai- acuan. dalam penyusunan rencana kerja
anggaran satuan kerja perangkat daerah RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana. '

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD. :

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan menajemen yang dimaksudkan untuk
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
ditetapkan. :

Pemantauan/Monitoring  adalah  kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin,

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran
(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan. ;

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.
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Kegiatan Tahun Jagpak (Kontrak Tahun Jamak) adalah perikatan antara pengguna
barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang
anggarannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu
lebih dai 12 (dua belas) bulan serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-
pecah.

Bantuan Sosial (Bansos) adalah salah suatu instrumen bantuan Pemerintah Provinsi
dalam bentuk uang/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota
masyarakat :

Hibah adalah salah suatu instrumen bantuan Pemerintah Provinsi, baik berbentuk uang,
barang dan jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Bantuan Keuangan adalah salah satu instrumen bantuan Pemerintah Provinsi, baik
bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah adalah sistem
informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dibangun dalam
rangka pengelolaan dan pemanfaatan data informasi secara optimal dan merupakan
subsistem dari sistem informasi daerah .

Pasal 2

Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan Nasional dan sesuai kewenangannya dilaksanakan . oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan dan penganggaran rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan sesuai kewenangannya
dilaksanakan oleh TAPD.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3 8
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai sistem perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah, yang terdiri atas : . .

BABI Umum

Azas dan Tujuan

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup Penganggaran Pembangunan Daerah
Hakekat dan Prinsip

cow»

BAB Il Perencanaan Pembangunan Daerah

Pendekatan Perencanaan

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) :
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

IeMmMoODOowm>»
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Sumber Data Rencana Pembangunan Daerah
Pengolahan Sumber Data

Analisis Daerah

Perumusan Masalah

Kelembagaan

Partisipasi Masyarakat

= 2l N

BAB Il Penganggaran Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan RKA SKPD

Penyiapan, Penyampaian, dan Pembahasan Raperda APBD serta
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
Evaluasi Raperda APBD

Penetapan Raperda APBD v

Perubahan APBD

mTmo ow»

BAB IV  Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan

C. Prosedur dan Kelengkapan Data

BABV Perencanaan Bantuan Keuangan dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak
A. Bantuan Keuangan
B. Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak

BAB VI Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
A. Ruang Lingkup
B. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
C. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
D. Perubahan

(2) Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Provinsi
Kalimantan Timur sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada
lampiran peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Formulir isian/blanko-blanko dan petunjuk teknis mengenai perencanaan pembangunan daerah
diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Bappeda.
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i BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, -
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H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,
ttd
H. IRIANTO LAMBRIE
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